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TENTANG
PAJAK DAERAH ’ -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

a.

WAL!KOTA PALOPO

bahwa’ penyelenggaraan pemenntahan daerah dilakukan

berdasarkan prinsip otonomi daerah dengan kewenangan . : ‘

- mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri;

- bahwa pajak - daerah merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintah daerah;
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

‘masyarakat dam kemandirian daerah, periu dilakukan
‘perluasan-objek pajak daerah dan pemberlan diskresi
‘dalam penetapan-tarif;

..bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan

prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran

serta  masyarakat, .dan - akuntabilitas  dengan

memperhatikan potensi daerah;

. bahwa Undang-Urdang Nomor 28 tahun 2009 tentang

Pajak Daeralh dan Retribusi. Daerah memberikan
kewenangan -kepada: pemerintah daerah untuk
menetapkan Peraturar vaerah tentang Pajak Daerah;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimeksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan
huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah;




Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab'

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3258);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
o Umum ddn - Tata “Cara’ Perpajakan (Lémbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran-- negarz Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Fenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang»
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan

Keempat -Atas Undang-Undang Nomor- 6 tahun 4983 .

tetang Kétentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi

Undang-undang * (Lembaran Negara kepublik-Indonesia
.. Tahun. 2009 Momor 62, Tambahan .lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4599%;

. Undang-Undang  Nomor 1% Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan

Lembaran MNegara Nomor 3686) sebagaimana : telah

diubah -dengan © - Undang-Undang - Nomor -—-19
Tahun - 20006 -tentang Perubahan Atas Undang-
Undang ‘Nomor 19-Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa {lLembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran

+ Negara Republik Indonesia Nsmor 3987);
.. kindang-Undang- “ Nomor -
‘Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di

- Tahun "2002 -teritang

Provinsi Sutawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

~Indonesia. Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran =

Negara Republik indonesia Nomor 4186);

. -Undang-Undang  Nomor - 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan = - Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 2004
Mormor B3, :Tambahan iembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4389);

6.

Undang-Undang... Nomor .32, .Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {(Lembaran Negara Republik

-Indonesta Tahup 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

-.2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Momor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintzhan Daerah
(Lembaran ~Negara Republik [ndonesia Tahun 2008
Nemor 59, ‘Tambahan- Lembaran Negara Republik
Indonesiz Momor 4844%;

.‘Undang-Undang - Nomor- 33 -Tahun® 2004 - tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44383;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nemor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);"

. Peraturan Pemerintah Nomor b8 Tahun, 2005 tentang.

Pehgelolaan Keuangan Daérah {Lémbaran Negara

" Repubtik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140, “Tambahan".
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); © &
- 10

-.- Penbagian .. Urusan. . Pemerintahan. antara. Pemerintah,

Peraturan- Pemerintah Nomor- 38 Tahun. 2007 tentang:

Permerintaban Daerah Provinsi, dan. . .Pemerintahan

__..Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubixk

e

" “Tndoriesia Nomor ‘82 Tahtn-2007;-Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 44?3}' ‘Tahun 20073;
PeratGran Pemerintah Nomor 41 Tahdn 2007 -tentang
Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik

C - Indonesia - Nomor 58 Tahun 2007, Tambghan Lembaran
.-« .. Negara Republik Indanesia Nomor 4740 Tahun 2007,
12..

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Pemberian dan  Pemanfaatan Insentif

' Pemungﬁtan Pajak Daerah dan’ Retribusi Daerah .
13,

Peraturan Daerah Kota Palopb Nomor 03 Tahun 2003
tentang tentang Pembentuk-.y, Susunan Organisasi dan
.Tata Keria Dinas Daerah Kota Palopo. -




o Bergan Persef:bjuéﬁ"g’éi’sama-ﬁ5'-
~ DEWAN PERWAK?LA.N RAKYAT DAﬁR;k;-{
. o
WALIKOTA PALOPO
MEMUTUSKAN
lenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH .
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

alam Peraturan daerah int, yang dirhaksu&dengan:'

_iaeraf)'.omnc?rp, yang sé{énjumga disebut Daerah, adalah kesatuan
bﬁasyara;kat nikum  yang mempunyai  batas-batas wilayah yang
=fwenang. mengatur  dan.. mengurus | urusan. pemerintahan  dan

kepentigan  masyarakat . setempat ' menurut: - prakarsa  sendiri

Derdasarkan aspirasi ‘mas isté
asyarakat - dalam - sistém Negara Kes
Republik Indonesia, B - e

- Pemerintah. Pusat, yang selanjutnya disebit’ Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesta yang memegang kekuasaan pemerintahan
Negara -Republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
: U“da“?r Dasar. Negara Republik Indonesia Tahun 1945, :
-Pemenntghgp Daerah adalah Penyelenggaraan ‘urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
m?aurut_a;as_‘ otonomi cfan _Tug'a_f;' Pembantuan dengan prinsip otonomi
f:diz:?aassgﬁ gi?::;;as?femk dzrz";).rinsip Negara Kesatuan Republik
1esie imaksu -Undang-
Repubiik Indonesia Tahun 4 945, crlam Uﬁdaﬂg ndang Basar Negare

Pemen’ptah Dagrah adalah Walikota dan perangkat daerah
sebagat unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD,

adalah DPRD Kot ! ‘
daorah a Palopo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

lainnya

Walikota adalah WALIKOTA-PALOPO.. ; ; i
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di. bidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. .

. Pajak-Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak,. adalah konstgibusi

~wajib kepada daerah yang terutang oleh orang. p,ribadi_‘atéu: badan
" yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan,

10.

11.
12.

13,
14,

15,
16.

dengan tidak mendapatkan- imbalan secara langsung dan-digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dansatau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak metakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan lainnya, Badan.Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD)dengan.nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi , koperasi, dana. pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

kolektif dan bentuk usaha tetap. _
Hotel adalah fasilitas.. penyedia jasa penginapan/peristirahatan

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang - -
mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,

pesanggrahan, rumah ;'pe_rigip,apa_'n;dan sejenisnya, serta rumah kos
dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), . - . ..
Pajak.Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman
dengan dipungut Bayaran, yang .mencakup juga rumah. makan,
kafetaria, kantin, warung,. bar, dan sejenisnya. termasuk jasa
boga/katering. .. .. .. T
Pajak Restoran adalah ‘pajak. atas pelayanan. yang disediakan oleh
restoran ' _ _ L

Hiburan adalah semua jenis  tontonan, pertupjukan,- permainan,
dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran..

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. B
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang hentuk dan
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat ditihat, dibaca,
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum,




R

17.
18.

19.

20.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. -

‘Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas pengguriaan tenaga listrik,

baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain:

‘Mineral ‘Bukan Logam dan Batuan adalah minéral bukan logam’ dan

batuan' sébagaimana ‘dimaksud dalam peraturan perUndang Undangan
di bidang mineral dan batubara.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logan dan batuan, baik dari sumber alam
di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. '

1. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak

bersifat sementara,

. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di
bawah permukaan tanah,

. Pajak Air Tanah adatah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan

air tanah.

5. Pajak sarang burung Walet adalah Pajak atas kegxatan pengambilan

dan/ atau pengusahaan sarang burung Walet.-

. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocaha yaltu

collocalia fuchliap haga cotlocaha maxina, collocaha esculanta dan
collocalia linchi.

. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas

Bumi dan/atay ~  bangunan  yang~  dimiliki, dikuasai
dan/atau,dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk  kegiatan usaha Perkebunan,
Perhutanan, dan Pertambangan.

. Bumi adalah Permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan

pedalaman serta laut wilayah Kabupz*en/Kota.

. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan

secara tetap pada tanah dan/atau Perairan Pedalaman dan/atau laut.

30..

Nilai objek Pajak, yang selapjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-
~rata.yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar,

_dan bilamana tidak terdapat, transa%«sw jual beli, NJOP ditentukan

mekaiui perbandmgaﬂ harga deﬂgaﬂ Gb]ek lain yang selems, atau nilai

: . perolehaﬁ baru, atau NJOP pengganti.

3

32.

3.

.-Bea Pereiehan hak atas ‘Tanah dan Bangunan adalah Pa]ak atas

perolehan, hak atas tanah dan / atau Bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa . hukum yang mesgakﬁbankan diperolehnya hak atas tanzh
dan/atau bangunan oteh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tapan, termasuk

) hak, pengeiolaan beserta, _bangunan d}&tasnya, sebaga&maﬂa dimaksud

- dalam undang-undang di badanq pertanahan dan bangunar,

34,
- Pajak. .
35.

36.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang. g:lapat dﬁ(enakar

Wapb PA}ak adalah orang pnbadi ataﬁ Badan meiiputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pagak yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai. dengan ketentuan. peraturan

‘ peruadang undangan perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktul {satu) bulan katender atau Jang%a ‘
waktu lain yang diatur éengan Peraturan Walikota paﬁmg iama, 3 {tiga}
bulan kalender, yang .menjadi dasar . bagl Wajib Pajak untuk

_. menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

v.

‘Tahun Pajak adalah jangka waktu yang tamanya 1 (satu) tahun

. kalender, kecuali bila, Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang

38.

39.

tidak sama dengan tahun kalender,

Pajak yang terutang adalah pajak ya}xg harus dlbayar pada sua u saat,

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak; atau ‘dalam Baglan Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Femungutaa aéaiah suatu raﬁgkauan kegzazan mulal dan penghtmpunan

data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang teritang
sampai  kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta

_pengawasan penyetorannya.




40. Surat’ Pemberitahuan Pajak Daerah; yang- selanjutnya disingkat

41,

47,

43.

45.

46,

SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
'rﬁei_gporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, cbiek pajak
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dgngan ketentuan peraturan perundarig-undangan perpajakan daerah.
Surat Pemberitahuan Objek Pajak, vang selanjdtnya disingkat SPOP
adalah surat yailg digunakan oteh Wajib Pajak untuk melznorkan {iata:
“subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpaiakan
daerah. i
Sq{at.Sethan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat S5PD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Watikota.
Surat Ketetapan Pajak Daerah, vang selanjutnya disingkat SKPD
‘adalah .SUrat ketetapan pajak yang menentukan besarnya j'umtar;
pokok pajak yang terutang. ‘ '

. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, véng selanjutnya disingkat

SPPT, adatah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang
kepada Wajib Pajak, o T

S%;r_at Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

“besarnya jumlah pokok pajek, jumlah kredit pajak; jumiah kekurangan

'pE{.ﬁbayaraﬁ pokok pajak, besamya ‘sanksi administratif, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar. o

a_grat. Kg‘;eta'pan Pajak Daerah” Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya dislngkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang

' menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

47.

Snrgt Ketetapan Pajak Daerah HNihil, yang selanjutnya disingkat
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok

" palak sama besarnya dengan jumlah ‘kredit pajak atau pajak vang

48,

+.dak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Ba j

ur yar, vyang selanjutnya
ghsmgkat SKEDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jurniah ks;ieb}han pembayaran pajak kerena jumlah kredit pajak lebih
besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Y.

50,

51.

52.

53.

24.

35.

JULAL  [QKUIGH § WU wersass ooy aogmtiig = . . B
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau’'denda.
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam. peraturan perundang-
undangan perpajakan - daerah vyang terdapat dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, .Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah,
Surat Keputusa. Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. '
Surat Keputusan Keberatan-adalah surat keputusan atas “keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapar ‘Pajak ‘Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan-oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak. o
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumputkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban; modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
dengan menyusun- laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba
rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. - "
Pemeriksaan’ adalah-serangkalan kegiatan menghimpun -dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional: berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untun
tujuan lain -dalam rangka. melaksanakan ketentuan. peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.
Penyidikan tindak pidana di -bidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.




BAB T -
JENIS PAJAK DAERAH

Pasal2

s Pa;ak Daerah terdm 2tas ;

Pajak Hotel

. Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

. Pajak Reklame;
. Pajak Penerangan Jalan; .

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

. Pajak Parkir;
. Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotam dan

. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2}

3)

43

Bagian Kesatu
Pajak Hotel

Pasal 3“

Dengan nama Pajak Hotel dlpungut pa;ak atas pelayanan yang
disediakan oleh hotel. -

Objek- Pajak Hotel adalah pelayanan yang - disediakan oleh .Hotel
dengan pembayaran, termasuk jasa- penunjang sebagai kelengkapan
Hotel yang sifathya memberikan kemudahan dan- kenyamanan
termasuk fasilitas olahraga dan hiburan,

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat {2) adalah fasilitas
telepen, faksimile, teleks,. internet, fotokopt, pelayanan cuci,
seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan
atau dikelo!2 Hotel.

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat
(Z} adalah :

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggaravan oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah;

i0

0

=

_jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

d. jaéa tempat tingga_l di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo,
panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan .

e. jasa birc perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan
oleh-Hotel yang dapat dimanfaatkan cteh umum,

Masa Pajak Hotel adalah' jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau

jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paiing

w@ama 3 (tiga) bulan kalender.

Pasal 4

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan
Hotel, _ .

¥ajin Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan vyang
mengusalhiakan Hotel.

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumiah pembayaran atau yang
seharusnya dibayarkan kepada Hotel.

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)

Pasai 7

Besaran pokok ?a;ak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengaltkan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bégian Kedua
Pajak Restoran

Pasal 8

(1) Dengan nama Pajak Restoran )dipungut pajak atas pelayanan yang

disediakan oleh restoran. .




) Objek Pajak Restoran adalzh pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang
dikonsuimsi oleh *pembeli, “baik dikonsumsi - di tempat pelayanan
maupun di tempat lain.

1) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu 1 (satu) Bulan kalender
- atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan welikota
paling lama 3 (tiga) bulan kalender. : :

[T e
—

Pasai G

1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli
makanan dan/atau minuman dari Restoran.

2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang
mengusahakan Restoran. T

Pasai 10

1asar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima
tau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 11
‘arif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % {sepuluh persen).
Pasal 12

iesaran pokok Pajak Restoran yang- terutang dihitung dengan cara
nengahkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dengan dasar
slengenaan pajak sebagalmana chmaksud dalam pasa! 10.

Bagian Ketiga
Pajak Hiburan
Pasal 13

1) Dengan nama Pajak H;buran dlpungut pajak atas penyelenggaraan
hiburan:

2) Objek Pajak Hiburan adalah adalah jasa penyelenggaraan Hlburan
dengan dipungut bayaran.
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Tontonan film; N ,

Pagelaran kesenia, musik, tarf, dan/atau busana;

Kontes kecantikan, binaraga, dansejenisnya;

Pameran;

Diskotik, karacke, k[ab malam dan sejenisnya;

Sirkus, akrobat, dan sulap,_ o

Permainan bilyard, golf, dan bowling;

pacuan ‘wda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
Panti pijat, refleksi, mandi uapfspa dan pusat kebugaran {fithess
centre);, dan

j. Pertandingan olahraga.

Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu 1 {satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota
paling tama 3 (tiga) bulan kalender. :

mTw o a0 oy

Pasal 14

Subjek Pajak H1buran adalah orang prlbadl atau Badan yang memkmatl
Hiburan

Wajib Pajak Hiburan adalah orang . pr‘ibadl atau Badan yang~

menyelenggarakan Hiburan.
S Pasal s V

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumiah uang yang ‘diterima

atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.

Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana- dimaksud pada

ayat (1} termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma ?ﬁﬁg dlbenkaﬂ

kepada peaenma Jasa Hiburan B . SRR

Pasal 16

"Fanf Pajak H1buran umum ditetapkar} sebesar 10 % {seguluh perseny.

) Khusus untuk Hiburan khusus berupa pagelaraa busana, kontes
kecantikan, diskotik, karacke, klab malam, pﬁrmaman ketaﬂgkasan

panti pijat, dan mandl uapispa tarif Pajak beuran dx*&tapkan
sebesar 20 % (dua putuh persﬁen)
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3) Khusus Hiburan” “keserian rakyat/tradisional tanf Pa}ak Hiburan
ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

- Pasal 17

ijesaran pokok Pajak. Hiburan yang terutang dlhitung deﬂgan cara
neﬂgahkan tarif sebagaxmana dimaksud dalarn Pasal 16 ayat {E) ayat (7}
Jan ayat (3} dengari dasar pengenaan paiak sebagaimana dimaksud dalam
rasal 15 )

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 18 . .

1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan
reklame, '
2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
33 Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
' Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan se;emsnya
Reklame kain;
Reklame melekat, stiker;
Reklame selebaran;
Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
Reklame udara;
- .Reklame apung; -
Rektame.suara;
Reklame film/slide; dan
j.~. 'Reklame peragaan.
{(4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah .

a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, telew31, radio, warta
harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

b. Label/merek  produk yang melekat pada barang yang
d1perdagangkan yang berfungsi untuk membudakan dari produk
sejenis lalnnya

C. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada
bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha "atau profesi
tersebut;

= orua TN ,D-S"F"?*
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d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah.
(5} Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota
paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

Pasal 19

{1) Subjek Pajak Reklame adalah- orang pnbad1 atau Badan yang
menggunakan Reklame.

{2} Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi -atau Badan yang
menyelenggarakan Reklame

pribadi atau badan, Wajlb Pajak Reklame adalah orang pribadi atau
Badan tersebut

{4) Dalam hal Reklame d1se{enggarakan melalm plhak ketxga pihaK ifetrga
“tersebut menjad: Wa}ib Pajak Rektame :

Pasal 20

{1 } Dasar pengenaan Pa]ak Reklame adalah Nilai Séwa Reklame

{2 Dalam hal. Reklame dlselenggarakan oteh pihak keuga Nilai Sewa.w._
Reklame sebagatmana d1maksud pada ayat (1) dltetaokan berdasarkan '

nilai kontrak Reklame,

{3) Dalam hal Reklame dlselenggarakan S, ndirl “Nilai Seiya ic:klame
sebagaimana dimaksd pada ayat (1) dah‘tﬁng dEngan memperhatikqn
faktorjems, bahany g digunakan, lokas penempatan waktu jangka

waktu peny®lenggaraln, jumlah, dan ukuran média Reklame.

'(4)' Dalam ‘hat Nita Sewa Reklame sebagam"ana dimaksud pada:éyat (2) -

tldak dlketahm danjatau dianggap tidak wajar, Nltat Sewa Reklame
d1tetabkan dengan menggunakan faktor faktor sebaga{mana dimaksud
pada qyat (3)

(_5) Cara Perh:tungun Nilai bewa Reklame adaiah NSR {Nilaj Sewa
Reklameé) = Lokasi x Ukuran Media X Jangka Waktu X Hurga Satuan

&) Hasi{ perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat {5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.




Pasal 21
“arif PaJak Reklame dxtetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) -
. , | ‘pasal 22

1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

2) Pajak Reklame yang terutang dipungut d¢i wilayah daerah iempatl
Reklame tersebut diselenggarakan.

_Bagtan Kelima
Pajak Penerangan Jalan

Pasai 23

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pa]ak atas penggunaan
tenaga listrik, baik yang dhas&lkan sendin maupun diperoleh gari
sumber lain.

{2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah Penggunaan tenaga listrik, baik
yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

{3) Listrik yang d:hasz[kan sendin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi seluruh pembangkit listrik. .

{4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana

' dimaksud pada ayat (2) adalah : o
~a. Penggunaan tenaga hstnk oleh instansi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;
b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat tempat yang d1gunakan oleh
Kedutaan, Konsulat, dan Perwakilan Asing dengan asas timbal balik;
C. Penggunaah tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas
" tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait,

{5) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan
kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan
Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

Pasat 24

(1) Subjek Pajak Peneréngan Jalan adatah orang pribadi atau Badan yang
dapat menggunakan tenaga listrik.
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(1)
(2)

(3)

} Wajib Pajak Penerangan Jalan.adalah orang pnbad1 atau Badan yang
menggunakan tenaga-listrik.,

Datam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Paijak
Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga tistrik.

Pasal 25 .

Dasar: peng€naan Pa]ak Penerangan Jalan adaiah Nzlaa Jual Tenaga
Listrik. - :

} Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)

ditetapkan :

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dan sumber lain dengan
pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya
beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel
yang ditagihkan dalam rekening listrik; '

b. Dalamn hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga
Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat
penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga
satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 26

Tarlf Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen). .
Penggunaan tenaga listrik dad sumber lain oleh industr,
pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan
Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendm, tanf Pajak
Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 27

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 25.

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah
tempat penggunaan tenaga iistrik.




Bagjan Keenam
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan -

Pasal 28

{1} Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak
atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

{Z) Objek Pajak -Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Kegiatan
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuar yang meliputi :

asbes;

batu tulis;

batu setengah permata;
batu kapur;

batu apung; . '
batu permata;
bentonit;

dotomit;
.feldspar;. :
garam batu {halite);
grafit;
granit/andesit;
gips;

kalsit;

kaolin,

teusit;

‘maghesit;

mika;

marmer;

nitrat;
opsidien;

oker;
w. paslr dan kerikil,
X. pasir kuarsa;

TEMTYINOVOe g I ETTR SN T

y. perlit;
z. phospa;
aa. talk;

bb. tanah serap {fullers earth);
CC. tanah diatome;

dd, tanah liat;

ee. tawas {alum)’

ff.  tras; ‘

¢g. yarosit;

hh. zeolit;

il.  basai:

§j. trakkit; dan

kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

131 Dikecualikan dan objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
sebagaimana-dimaksud pada ayat (2) adalah': :

a. kegiatar pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata
nyata tidak dimanfaatkan -‘secara- komersial seperti kegiatan
pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan
tiang tistrik/telepon, pananaman kabel hstnk/telepon, penanaman
pipa air/gas;

b. kegiatan pengambﬂan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak
dimanfaatkan secara komersial,

{4} Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu 1
(satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan
Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

Pasal 29

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan i{)gam dan Batuan adal ah orarzg pribadi
atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

{2). Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi
atau Badan yang mengam§z£ Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- Pasal 30

{1} Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nitaj
Jual Hasit Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan,

{2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau
harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

{3} wilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2} adal ah harga rata-rata
yang berlaku dalam daerah.




(4) Dalam hal nilal pasar dari hasil produksi tMineral Bukan.Logam dan
Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} sulit diperoleh, digunakan
harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang datam
bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan,

Pasal 31

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua
puluh lima persen}: : :

Pasal 32

(1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana. dimaksud

dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
_ dalam Pasal 30. :

(2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dip&hgut dalam
di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

Baglan Ketujuh
Palak Parkir

Pasal 33 . -

(1) Dengan nama Pajak Parkir- dipungut pajak atas penyelenggaraan
tempat parkir di luar badan jalan.

(2) Objek Pajak Parkir adalah Penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan;, balk yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai usaha , termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor. S

(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah ;

a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah; =~ - ' -

b. Penyelenggaraan - tempat parkir “oleh perkantoran yang hanya
digunakan untuk karyawannya sendiri;

c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan atau
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik,
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{4} Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota pafing
lama 3 (tiga) bulan kalender.

Pasal 34

(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
parkir kendaraan bermotor.

{2} Wajib Pajak Parkir adatah orang pribadi atay Badan yang
menyelenggarakan tempat parkir.

Pasal 35

{1} Dasar pengénaan Pajak Parkir'. adalah jumlah pembayaran at'au‘ yang
seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
{2} Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan
kepada penerima jasa parkir.

Pasal 36 .
Térif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30 % { tiga puluh persen )
Pasal 37

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud datam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud datam Pasal 35.

Bagian Kedelapai
Pajak Air Tanah

Pasai 38

{t} Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan
dan/atau pemanfaatan air tanah.

{) Objek Pajak Air Tanah adalah Pengambil..: dan/atau pemanfaatan Air
Tanah.



)_-‘D\kecuahkan dari objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/atau
pemanfaatan” Air’ Tanah “untuk keperluan dasar rumah tangga,
pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

) Masa Pajak Air Tanah adalah. jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waktu laln yang diatur dengan Peraturan Walikota
paling lama 3 (tiga) bulan kalender,

Pasal 39

) Subiek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Alr Tanah.

) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang
mielakukan pengambuan dan/atau ;}emanfaatan Air Tanah.”

Pasal 40 -

} Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

) Nitai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan
sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut;

Jenis sumber air;

Lokasi sumber air;

Tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaauan air;

. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

. Kualitas air;dan

Tingkatan kerusakan hngkungan yang d1akibatkan oleh pengambllan

dan/atau pamanfaatan air;

3) Besarnya nilai perolehan-Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan peraturan Walikota.

~penNED

Pasat 41
‘arif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
Pasal 42 ‘
sesarnya pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara

nengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan dasar
sengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3}
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Baglan Kesembilan
Pajak Sarang Burung Waiet

Pasal 43

{1) Dengan nama Pa]ak Sarang Burung Walet d1pungut Pajak atas kes_uatan
pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung Walet.

(2) Objek pajak sarang Burung Walet “adalah pengambitan dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet.

(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
'adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dlkenakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),

(4) Masa Pajak Sarang Burting Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan
kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan

" Walikota paling [ama 3 (trga) bu!ah ka[ender '

Pe_l‘éa{"M

{1} Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan
yang metakukan pengambﬂan dan/atau mengusahakan Sarang Burung
Walet.

{2} Wajib Pajak Saran Burung Walet adalah orang pribadi atau Bacan yang

melakukan pengambitan dan/atau mengusahakan Sarang Burung
Walet.

Pasal 45"~

(1) Dasar pengenaart Pajak Sarang Bufung Walet' ddalah Nilai Jual Sarang
Burung Walet.

(2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagatmana dtmaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan perkalian “antara harga pasaran ‘umum Sarang

Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan
volume Sarang Burung Watet

Pasal 46

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% {sepuluh persen),

st
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o pasal 47

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam Pasal 46 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana d%maksud dalam Pasal 45,

: Bagian Kesepu(uh
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 48

{1) Dengan nama Pajak Burm .dan Bangunan Perdosaan dan_ Perkotaan
. dipungut Pajak atas Bumi dan/atau bangunan.
(2) Objek PaJak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumt
~ dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan
oleh orang pribadi atau Badan, kecuati kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan
seperti hotel, pabrik, dan. emplasemennya,yang merupakan suatu
kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;

. Jalan tol;

. Kolam renang;

. Pagar mewah

. Tempat olahraga;

Galangan kapal, dermaga;

Taman mewabh; '

. Tempat penampungan/ kllang minyak,air dan gas, pipa minyak; dan

Menara.

4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumt dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan adalah obJek pajak yang; )

a. Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah unwk

penyelenggaraan pemerintahan;

b. Digunakan semata-imata untuk melayani kepentingan umum di

bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
nasional, yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan;

—'-.:ru_o_-'\rnanc'
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c. Digunakan untuk kuburan,peninggalan purbakala, atau yang sejenis
dengan itu;

_d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan. tanah
negara yang belum di bebani suatu hak;

e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan
.asas perlakuan timbal balik;dan

{. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan,

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Masa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah

jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

Paé_al 49 -'

Subjek Pajak Bumi dan Bangtnan Perdesaan dan Perkotaan adalah
orang peribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak
atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai; dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah

.. orang pribadi atau Badan yang secara pyata mempunyai suatu hak atas
~Bumi  dan/atau memperoleh manfaat = atas Bumi,dan/atau

(1)

(2)

memiliki,menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 50,

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaqn dan Perkotaan
adalah NJOP. =

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud- pada ayat (1) ditetapkan setiap
3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan
setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
ditetapkan oleh Walikota.




b; Berdasarkan hasil . pemeriksaan atau. keterangan [ain ternyata
jumiah Pajak yang terutang lebih besar.dari. jumtah Pajak.yang
dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib.Pajak.

“Pasal 51
Tarif Pajak ‘Burii dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan
sebesar 0,3% (ol koma tiga persen). '

Pasal 52

S . -Bagian Kesebelas S
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

g Pasal 56
Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ‘50 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4).

{1) Dengan nama Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan dipungut
Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan, w

(2) Objek Pajak Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan ~
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.... . . .. . L. i

(3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

‘Pasal 53 ° a. Pemindahan hak karena:
1. Jual beli;
(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun katender. % ;ant:.menukar;
(2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan ) H;b':h"wasiat'
objek pajak pada tanggal 1 januari. 5. Waris; : b
B 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
“Pasal 54 7. Pemisahan hak yang melibatkan peralihan;
‘ . . 8. Penunjukan pembeli dalam lelang; L
(1) - Pendataan dilakukan denigan mengunakian SPOP. 9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum
: i : - iisi ; . tetap; i
(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi dan di _; o
tanda tangani oleh wajib' pajak disampaikan kepada Walikota atau , 10. Penggabungan usaha ;

. . . . 11. Peleburan usaha; . _ . . o .....
pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga pgiuh) hari N . 5

u = =Rl _ 12. Pemekaran usaha; atau
kerja setelah tanggal diterimanya SPOP. : 13. Hadiah. -

b. Pemberian hak baru karena:
Pasal 55 : 1. Kelanjutan pelepasan hak: atau
2. Diluar pelepasan hak.

(1) Berdasarkan SPOP, Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk 3 {4) Hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
menerbitkan SPPT. .= _ 7 _ (43 mealsty-
(2} Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD datam a. Hak milik:
hal-hal sebagai berikut: ) b. Hak guna usaha;
a. SPOP " sebagaimana dimaksud “dalam Pasal 54 ‘ayat (2) tidak ¢. Hak-guna bangunan:
disampaikan oleh Wajib Pajak dan vang pe:sangkutan _tc—*l.ah d. Hak pakai: .. | |
diberikan teguran secara tertulis oleh Walikota sebagaimana . e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
ditentukan dalam Surat Teguran; f. Hak pengelolaan,
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(5) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:

a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan
timbal balik;

b. Negara untuk penyelenggaraan pemeriritahan dan/atau untuk
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

¢. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang di tetapkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak
menjalankan uscha atau melakukan keglatan lain di luar fungsi dan
tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; -

d. Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena
perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

e. Orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan

f. QOrang pribadi atau Badan yang di gunakan untuk kepentmgan
ibadah.

Pasal 57

(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.

(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
orang pribadi atau Badan yang memperoléh Hak atas tanah dan/atau
bangunan.

Pasal 58

(1} Dasar pengenaan Bea Perclehan Hak atas Tanah dan Bangunan adala
Nilai Perolehan Objek Pajak.

(2 Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dImaksud pada ayat (1),
dalam hal :

Jual beli adalah harga transaksi;

Tukar menukar adalah nilai pasar;

Hibah adalah nilai pasar;

Hibah wasiat adalah nilai pasar;

Waris adalah nilai pasar;

Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai

asar;

gemlsahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

Peralihan hak karena pelaksanaan putusan haklm yang mempunyai

kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;

i. Peberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak
adalah nilai pasar;
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Pemberian hak baru atas tanah diluar-. peLepasan hak adatah nilai
pasar; TR :
Penggabungan usaha adalah mla1 pasar
Peleburan usaha adalah nilai pasar; -

. Pemekaran usaha adalah nilai pasar .

Hadiah adalah nilai pasar; dan/atau -
Penunjukan pembeli dalam leLang adalah harga transaks1 yang
tercantum dalam risalah lelang. .

(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagalmdna di maksud pada ayat (2)
huruf a sampai. dengan huruf n. tidak diketahui atau lebih rendah
daripada NJOP yang digunakan datam. pengenaan Pajak Bumi dan

. Bangunan pada tahun terjadinya .perolehan, . dasar pengenaan yang
. dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunar. . .

(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena PaJak ditetapkan
sebesar Rp.60,000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk. setiap Wajib
Pajak .

(5) Dalam hal perolehan hak. karena Wans atau hlbah Waszat yang diterima
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu -derajat ke bawah
dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, nilai perolehan

_ Objek Pajak Tidak Kena Pajak di tetapkan sebesar Rp.300.000.000,00
(tiga ratus Juta rupiah).

g3 F

- Pasal’59

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dttetapkan sebesar 5%
{lima persen},

Pésal 60

(1) Besaran pokok Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 dengan dasar pengenaan pajak -sebagaimana. .dimaksud dalam
pasal 58 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak
Kena Pajak sebagaimana yang .dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) atau
ayat (5).

(2).Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dlpungut i
wilayah tempat Objek Fajak. :

Pasal 61

{1) Saat terutangnya Pajak Bea Perclehan Hak atas Tanah dan7atau
Bangunan ditetapkan untuk:
a. Jual beli adalah sejak tanggal ditandatanganinya akta:




Tukar-menukar adalah sejak tanggal ditandatanganinya akta;
Hibah adalah sejak tanggal ditandatanganinya akta;
Hibah wasiat adalah sejak ditandatanganinya akta,
Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan
peralihan haknya kekantor bidang pertanahan; ‘ '
Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainya adalah sejak
tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta_; ‘ l
g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tangga
dibuat 4an ditandatanganinya akta; -
h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadllan\ yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap; _ _ :
i, Pemberian hak baru atas Tanah-sebagai kelanjutan dari pelepas:an
Hak adalah sejak tanggal diterbitkanya surat keputusan pemberian
j. };ea:;beﬁan hak bari diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal
diterbitkanya surat keputusan pemberian hak; _
k. Penggabungan usaha- adalah ‘sejak tanggal dxbugt dan
itz anganinya akta; .
L. gg@%ﬁgn ﬁg:sahayada{ah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
m. gl;tr;\;ékaran usaha -adalah ‘sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta; _ .
n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
n
0. E:Lang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang. :
(2) Pajak terutang harus ditunasi pada saat terjadinya perolehan ha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
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"7 Pasal62- -

(1) Pejabat Pembudt Akta- Tanah/Notaris hanya dapat menaadahtangel\{\t;
akta pemindahan Hak Atas T;ﬂah dan/gtiu Bangunan setelah Waji
Pajak menyerahkan bukti pernpayaran pajak.

Ve ?ﬂli;aia kargtoy yang memt?idangi pelayanan lelang Negara hanya dapat
menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan'!atau
Bangunan setelah Waiib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

(3; ¥epala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran
Hak atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan ﬁak atas Tanah setelah
Wwajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

. Pasal 63

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang
membidangi pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau
risalah lelang perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada
Walikoia paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(?) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan peraturan Walikota. :

Pasal 64

{1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor . yang
membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan
sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta
lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran ‘

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor vang
membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam . pasal 63 ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 {dua ratus lima
puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

{3) Kepala Kantor pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud datam Pasal 62 ayat (3) dikenakan sanksi sesUai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 63_

(1) Atas permohonan wajib pajak, Walikota dapat memberikan

pengurangan pajak yang terutang kepada wajib pajak, kareha::
4. Kondisi tertenty wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek
pajak, atau” ] - o I
b. Kondist tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab
akibat tertentu, atau
¢. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau
pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan.

{Z) Ketentuan tebih lanjut mengenai pemberian pengurangan pajak yang
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan ‘dengan
Peraturan Walikota, o

Pasal 66

{1) Gugatan diajukan secara tertulis datam Bahasa Indoné‘s‘ié"kepada
Pengadilan Pajak.




(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(1)
(2)

&)

Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaar

penagihan pa}ak adalah 14 (empat belas) hari sejak tangeal
penagihan.

Jangka ‘waktu" untuk mengajukan gugatan terhadap keputusar lain

selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.

-Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak
mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaan penggugat.

Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan
diluar kekuasaan penggugat.

Terhadap 1(satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan
diajukan‘1 (satu) 5urat gugatan

BAB {it
" PEMUNGUTAR PAJAK

- Bagjan Kesatu
Tata Cara Pemungutan

'Pasal 67 *

Pemungutan Pajak d1[arang dlborongkan

Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan
Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Fajak.

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

a. Pajak Reklame ;

b. Pajak Air Tanah ; dan , .

c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

Pajak Hotel ;

Pajak Restoran ;

Pajak Hiburan ;

. Pajak Penerangan Ja[an

. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ;

Pajak Parkir ;

Pajak Sarang Burung Walet “dan

Pajak Ber Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
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(3)

Pasal 48

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan lLierd:
penetapan Walikota dibayar dengan menggunakan SKPD, S0P
dokumen lain yang dipersamakan. ;
SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digaﬁa&an untuk
mene’apkan PBB-P2 terutang.

Dol men lain yang dipersamakan sebagmmana dlmaksud pada ayat 1y
berupa karcis dan nota perhitungan. A

' Pasal 69

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar
dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, .
benar - dan - lengkap " serta ditandatangani oleh Waj]b pajak atau
kuasanya. A

Wajib Pajak BPHTB wanb meng151 SSPD

Dokumen SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) uerfungSI sebagai

SPTPD

Pasal 70

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat térutangn'ya pajak, °

Walikota dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal : ;
1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau ke*erungan lain, pajak

yang terutang tidak atau kurang dibayar; :
2} Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam ‘jangka |
waktu tertéentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak
dlsampa1kan pada waktunya sebaga1mana ditentikan Galam
surat teguran;
3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terhutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru danfatau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jurmnlah pajak ?;
yang terutang. :

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan t1dak ada kredit
pajak.




(2) Jl_Jmlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi
adn?inistratjf berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung
dar'l pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

nglah kekurangan pajak vang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi a“mninistratif berupa

kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut. '

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika
Wajib Pajak - ‘melaporkan sendii sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan, :

{5} Jumlah pajak yang: terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada. ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa
k?nalkan‘ sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah sanksi administratif berupa 'bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk

jangka waktu pating lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat terutangnya pajak.

—_—
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Pasat 71

(1) Tata cara penerbitan SKPD atay dokumen lain yang dipersamakan,
SPOP, SPPT, SPTPD/SSPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan
Peraturan Walikota,

{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata céra pengisian dan penyampafan
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPOP, SPPT, SPTPD/SSPD,
SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Walikota,

Bagian Kedua
Surat Tagihap Pajak

Pasal 72

1) Walikota menerbitkan STPD jika;
a. patak dalam vahun berjalan tidak atau kurang bayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan sebagai alkibit
salah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi admnistratif berupa bunga dan/atau
denda. L
(2} Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administratif berupa hunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk
paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
{3} SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dan ditagih melalui STPD.

. _Baglan Ketiga .
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 72

{1} Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
setelah terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. =

{2} SPPT, SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan
jumlah pajak. yang harus dibavar bertambah. merupakan dasar
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. _ Loy,

(3) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi, persyaratan
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. _

{4} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,
tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak
diatur dengan Peraturan Walikota.
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Pasal ?4

(1) - Pajak yang terutang -berdasarkan SPPT SKPD SKPDKB SKPDKBT,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada
waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(1) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat -
Keberatan dan Banding

Pasal 75

{1} Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau
pejabat lain yang thUn_]Uk atas suatu :
SPPT;
SKPD;
SKPDKB; -
- SKPDKBT;
SKPDLB;
SKPDN; dan - .
Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2} Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas. :
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{3} Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali jika-Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannva.

{4) Keberatan dapat diajukan apanila Wajib Pajak telah membayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai
surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalul
surat pos tercatat sebagat tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 76

(1) Walikota dalam jangxa waktu .aling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan.

{2} Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak
yang terutang.

{3} Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Walikota tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 77

1) Wa]‘éb Pajak dapat menga;ukan permohonan banding hanya kepada

Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberauannya yang
ditetapkan oleh Walikota.

{2} Permohonan banding sebagaimana dzmaksu:i pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas
. dalamjangka waktu 3 {tiga} bulan sejak keputusan diterima, dilampiri
salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. -

(3} Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar
pajak-sampai dengan 1 (satu} bulan sejak tanggal penerb1tan putusan
banding. .

Pasal 78

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabutkan

~ sebagian atau seluruhnya, kelebitan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbatan bunga sebesar 2% {dua persen) sebulan
untuk paling lama 24 {dua puluh empat) bulan,

(2} Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan petunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50%
(ima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi dengan pajak vang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.




(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan pérmohonan banding berupa sanks;
“administratif’ berupa denda 50% (ima puluh persen) sebagaimana
-dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. : S

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabutkan sebagian
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 100% {seratus
Persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi

dengan pembayaran pajak yang. tetah dibayar sebelum mengajukan
keberatan. -

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

. -Pasal 80

(1) Wajib Pajak_-dapat men_f.;ajl.!kar:j wrr;wfllonan penSembalian atas
ihan pembayaran pajak kepada Walikota. o
(2 vl\j’ill?fotaa dgﬁ:m j:ngka F\Jvaktu paling tama 12 (‘dua belas) bula.n, se]‘ak
diterimanya permchonan pengembalian kelebihan-pembayar,an pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Walikota dalam jangka waktu paiir?g lama 6 (enam) bulan, se;a!«
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan [_)embayarar; Pajax
sebagaimana dimaksud.pada ayat (1), _harus memberikan keputusan.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dlmaksud.pgd_a ayat.(2) dat] ayat
(3) telah dilampaui.dan Walikota tidak membe_nkan suatu kep'uLusan,
permohonan pengembalian pembayaran P{:t;ak. Daerah dla‘nggap
dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka
ing lama 1 (satu) bulan. ‘
(5) XS:IE?J ﬂfajgib Pajak(Daerah mempunyai uta_ng Pajaif Daerah lainnya,
kelebihan-pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dlmaksud ada ayat
(1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dabulu utang
ajak tersebut.- - - T -
(6) gejr\a_p;mbalian kelebihan pembayaran P.ajak _Daerah. _sele_bagalman-a
. dimaksud-pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama Z |
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKBDLB. Lt g
(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pa;alf Dae;rah dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga

- Bagian Kelima ‘ L

lan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan
atay

Pengurangan Sanksi Administratif

Pembetulan, Pei‘nb&ia

~-Pasal 79

(1) Walikota dapat membetulkan :SPRT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesatahari hitung dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan

. perpajakan daerah, baik atas permohonan Wajib Pajak maupun karena
-jabatannya. ' :

2) Walikota dapat :

“a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa
bunga, denda;, dan kenaikan ‘pajak yang terutang menurut
peraturan pertindang-undangan perpajakan daerah, dalam hal

sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya;

sebesar 2% (dua- persen). sebulan atas keterlambatan pembayaran
b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT kelebihan pembayaran Pajak Daerah.
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar: (8) Tata cara pengembalian kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
C. mengurangkan atau membatalkan STPD; :
d. membatalkan hasil pemeriksaan “atau ketétapan pajak yang

dilaksanakan atau dit
ditentukan; dan

e. mengurangkan keteta
kemampuan memba
pajak. '

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan pengdrangan atau pembatalan

ketetapan pajak sebagdimana dimaksud pada ayat (Z) diatur dengan
Peraturan Walikota. 33 N

erbitkanr tidak sesuai dengan tata cara yang

pan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
yar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek

{1}

ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BABY
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 81

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima} tzhun terhitung sejak saat {e;uf‘.aqgnya
Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang
perpaj~kan daerah.. -




2

—

Kedaluwarsa penagihan Pajak sébagaimana dimaksud pada ayat {1}

tertangguh apabila: AR

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa ; dan/atau

b. ada pengakuan utang Pajak dari-Wajib Pajak, baik langsung maupun

tidak langsung.

'3) Dalam hal diterbitkan Surat' Teguran dan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. :

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Weajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

{5} Pengakuan utang ‘secara tidak langsung sebagaimana ‘dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran

atau penundaan pembayaran dan-permohonan keberatan oleh Wajib
Pajak. : s .

Pazal 82

(1) Piutang Pejak Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
- melakukan penagihan sudah kedaluwarsa Japat dihapuskan. .
(2} Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah
yang sudah kedaluwarsa ‘sebagaimana dimaksud-pada ayat (1).
{3} Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Walikota. - S :

: BABVI
- PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 83

(1) Wajib Pajak Daerah yang melakukan usaha dengan omzet paling
sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan,

{2} Kriteria Waiib Pajak Daerah dan penentuan besaran omzet serta tata
cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana uimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 84
{1) Walikota berwenang melakukan pemeriksacn untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan
peraturan daerah tentang Pajak Daerah.

(2) Wajib Pajak:Daerahy yang diperiksa wa‘jit‘): . L
a. memperlinatkan dan/atau meminjamkan buku -atau .Cataiaa,
-dokumen . yang menjadi dasarnya dan dokumen lain  yang
berhubungan dengan objek Pajak yang terutang; S
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
.. yang dianggap. perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan vang diperiukan. ; ’
{3} Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pemeriksaan Pajak Daerah

diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
. INSENTIF PEMUNGUTAN ...

Pasal 85

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah Qapat dibert
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. .

{2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
... RAHASIA PERPAJAKAN

_ pasal 86

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain seggla
sesuatu yang dikeétahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak
dalam rangka: jabatan atau- pekerjaannya untuk . menjalankan
ketentuan peraturan daerah. ot . ;

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap
tenaga ahli -yang -ditunjuk: oleh Walikota untuk membantu dalam
pelaksanaan ketentuan peraturan daerah. - -

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) adalah: ; . ‘

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi atili
dalam sidang pengadilan; ‘

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau
instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam
bidang keuangan daerah.
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(4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertutis
. kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada-ayat ‘(1) dan tenaga ahti

(3)

- sebagaimani dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,

memperlihatkan biikti tértulis dar at'au‘teﬁtang' Wajib Pajak kepada

" pihak yang ditunjuk. - - -

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara. pidana
atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara

Pidana dan Hukum Acara Perdata, -Walikota dapat memberi izin

- tertulis kepada pejabat sebagaimana: dimaksud pada ayat (1), dan

(1

2y

tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat- (1), untuk memberikan
dan memperlibatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang
ada padanya. .

Permintaan’ hakim sebagaimana : diraksud pada ayat (5) harus
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan vang

diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BABIX
© PENYIDIKAN
Pasal 87

Pejabat Pegawai MNegeri Sipil- tertentu - di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawat

© - negerisipil tertentu: di lingkungan' Pemerintah ‘Daerah yang diangkat
“oleh pejabat yang -berwenang sesuai dengan. ketentuan peraturan

©)

perundang-undangan, . ‘ o

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan. atau
laporan berkenaan dengan tindak. pidana di bidang Perpajakan

- Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas; L :

b. meneliti, mencar, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran verbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;

¢: meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah;

" f. meminta bantuan tenaga ahti datam rang

d. mereriksa bukuy, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan

tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan  bukti
- . pembukuan, - pencatatan, dan dokumen -lain, .serta..melakukan

penyitaan.terhadap bahan bukti tersebut; . . )
‘ ka.. pelaksanaan . tugas

penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhonti dan/atau melarang seseorang meninggatkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa; . o -

fi. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak  pidana

- - Perpajakan Daerahy; . - S T

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya - dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi; C .
menghentikan penyidikan; dan/atau . . R

. melakukan tindakan tain yang perlu untuk ketancaran penyidikan

. tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. :

o e

14) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayai- {1 mem,beri;aih'ﬁkan

dimulainya penyidikan dan ... menyampalkan hasil. pesf}nyi_dikanﬁya
kepada Penuntut Umum melalui  Penyidik .pejabat Pgllsi Negara
Republik . Indonesia, sesuai dengan ketentuzn yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. L :

,- BAB X o

 KETENTUAN PIDANA ..

Pasal 88

(1) Wajib Pajak Daerah yang karena keaipaannya tidak menyampaikan

SPTPD/SSPD atau mengisi dengan, tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan Keterangan. yang tidak .benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurur}gan:pau‘ng lama
1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 {dua) kali jumlah
pajah terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2} Wajib Pajak Daerah yang dengan sengaja tidak menyampaikan

SPTPD/SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan vyang tidak benar sehingga memgtkap
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara pahng {ama 2
(dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumiah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
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Pasal g9

Tindak pldana di bidang Perpajak i i

' >rpajakan  Daerah tidak dituntut setelah
me[am;;;—;m_’ ja\ngka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak
Daferah atau berakhirnya Masa Pajak Daerah atau berakhirnya Bagian Tahun
Pajak Daerah atau berakhirnya Tahun Pajak Daerah yang bersangkutan.

Pasal 90

{1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena
kealpagnnya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal
sebagaym'ana djmak;ud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda
pa!mg banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

{2} Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang
dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau sesegrang yang
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaiman;

) d.{malﬁsud da[_am Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2} dipidana dengan pidana
Kurufigan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), -

(3) _Penyn‘_cutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang
kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntuﬁan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {(2)
sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi

seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak Daerah, karena itu dijadi
tindak pidana pengaduan., J i u dijadikan

Pasal 91

{1) Denda sebagaimana ‘dimaksud dalam Pasal 88, dan Pasal 90 ayat (1)
~danayat (2) merupakan penerimaan negara. : o
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal

90 ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran. o

-BAB X! :
KETENTUAN PERALIHAN-

" Pasal 92

Pada saat Peraturan -Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terufang
berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 {lima)
tahun terhitung sejak saat terutang,

BAB Xil
~.» * KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

(1) Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan
Perkotaan ditangguhkan pelaksanaannya sampai dengan
dikeluarkannya pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan
kepada Menteri Dalam Negeri atau kepada Kepala Daerah,

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : .

a. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel
(Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003 Nomor; 84);

b. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran
(Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003 Nomor; 85);

c. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan
{Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003 Nomor; 86);

d. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame
(Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003 Nomor; 79);

e. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pajak Pajak
Penerangan Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003
Nomor; 88) dan;

f. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan
dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota
Palepo Tahun 2003 Nomor; 81);

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku,

(3) Peraturan Daerah inf mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,




Agar setiap orang mengetahufnya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah int derigan’ péneémpatannya daiam Lembaran Daerah
Kota Palopo,

Disahkan di Palopo

Pada tanggal 17 Januari 201
- WALIKOTA PALOPO,

11D

.  PLAL TENRIADJENG
Diundangkan di Palopo .

Pada tanggal 17 Januart 2011
.. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2011 NOMOR 02

AL

PENJELASAN UMUM

PENJELASAN -
- ATAS -~ :
"PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR : 2 TAHUN 2011 -

TENTANG.-
PAJAK DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

memberikan kewenangan yang [uas, nyata dan;_*bérta'nggung fawab
kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pérmerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan. Tiap-tiap daerah mempuryai hak
dan  kewajiban. mengatur dan  mengurus’  sendii  urusan
pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Kepada masyarakat.
Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah

 berhak mer;genakan pungutan kepada :magyara;kat. "Be;_'dasz;rkan
‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menempatkan pefpajakan sebagal salah satu pefwujudan kenégaraan,

 ditegaskan bahwa hérsifat memaksa diatur dengan Undang-Undang.

Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada
Undang-Undanag. - ‘
Terbentuknya Kota Palopo berdasarkan Uridang-undang Nomor
11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota
Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan, membawa konsekuensi telah
dapat dilaksanakannya kewenangan untuk menggali  Sumber

_Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kemandiriannya sebagai
Daerah Otonom. -

Yang dengan kewenangan tersebut, Pajak Daerah sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan pemungutannya.
Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000, 7
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1.

Pasal 2

Hasil penerimaan Pajak .diakui-belum memadai dan memiliki
peranan yang relatif kecil térhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD)- khususnya hagi -daerah kabupaten dan kota. Oleh
karena fitu, pernberian- peluang: untuk mengenakan pungutan baru

diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah dan diharapkan.

dapat menutugi hekurangan Kebutuhan pengeluaran tersebut.

Untuk meningkatkan “akiuntabilitas penyelenggaraan otonomi
daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangaﬁ yang lebih besar datam
perpajakan. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan ~ Keuangan _antara Pemerintah Pusat " dan
. Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan tersebut
. dilakukan dengan mempertuas basis pajak Daerah dan memberikan

kewenangan kepada Daerah dalam penetapann tarif,

Selanjutnya, uhtuk_mening[»gatkan' efeltivitas pengawasan’

pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif

- menjadi preventif.

. Dengan diéé{té@k@nya _ Pératuran _Daerah ini, dapat

_terlaksananya pemungutan Pajak Daerah, maka perlu diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Daerah yang ‘merupakan {andasan hukum

- pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksutl dalari peraturan
. Perundang-undangan yang berlaku. _ _ '

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasalt

~Cukup Jelas

Cukup Jelas
Pasal 3 -
CAany .
Cukup Jelas
Ayat (2) '
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat {4)
Huruf a
Cukup Jelas |
e ini d gjenisnya
Pengecualian apartemen, kondominium, dan se]
didasarkan atas izin usahanya
Huruf ¢
Cukup Jelas
Huruf d
. Cukup Jelas .
Ayat () - = -
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasat 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jetas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jetas
Pasal 14
Cukup Jetas




Pasail 15
Pasal 28
Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 16 up Je
Pasal 29
Ayat (1}
Cukup Jelas
Cukup Jelas
" Ayat (2) ' Pasal 30
Cukup Jetas Cukup Jelas
Pasal 31
Avat (3) , l3gukup Jelas
Yang dimaksud dengan  “hiburan  berupa  kesenian e Cukup Jela
rakyat/tradisional” adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional Pasal 33u up Jeias
yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di asat ‘ v IR
' . . -~ -Cukup Jelas .. Sy e
tempat yang dapat dikunjungl oleh semua lapisan masyarakat. ) :
Pasal 34 : :
Cuku las
Pasal 17 pJe
Pasal 35
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Pasal 18
Pasal 36
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Pasal 19
Pasal 37
Cukup Jelas _
: . Cukup Jelas
Pasal 20 ,
...... Pasal.38 .. .. . . ..
Cukup Jelas
) . Cukup Jelas
Pasal 21
Pasal 39 . ..
Cukup Jelas .
- Cukup Jelas
Pasal 22
Pasal 40
Cukup Jelas .
o . Cukup Jelas
Pasal 23 _
. Pasal 41
Cukup Jelas
. Cukup Jelas
Pasal 24
‘Pasal 42
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Pasal 25
Pasal 43
Cukup Jelas _
Cukup Jelas
Pa<-1 26
Pasal 44
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas Pasal 43
up Je
P Cukup Jetas




Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
’ Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2}
Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tanah dan
bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi- hak
guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaar,
hutan dan tanzh yang menjadi wilayah usaha pertambangan,
Ayat (3]
Cukup Jelas
Ayat {4)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b . e
Yang dimaksud dengan “tidak -dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak
itu diusahakan untuk melayan! kepentingan umum,
dan pyata-nyata tidak ditujukan untuk méncar
keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga- dari
yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah,

- .- sosial; - kesehatan, - pendidikan,. . dan. kebudayaan ... ..

nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah
hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Huruf ¢
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jlas

Huruf f
Cukup Jelas
Ayat (5).
Cukup Jelas
Ayat {6)
Cukup Jelas .
Pasal 49
"+ Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Penetapan NJOP dapat datakukan dengan

" . a. - Perbandingan harga . dengan -objek 1am yang sejenis,
adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual
suatu objek pajak . dengan cara membandingkannya
dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya
berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui
harga jualnya.

b, Nilai peralehan baru, adalah suatu pendekatan/metode
penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara
menghitung seluruh.. biaya yang-: dikeluarkan untuk
memperoleh objek - tersebut - pada saat penilaian
dilakukan, vyang dikurangi - dengan  penyusutan
berdasarkan kondisi-fisik objek tersebut,

¢. Nilai jual pengganti, adatah suatu pendekatan/metode
penentuan nilal jual suaty.objek pajak-yahg berdasarkan
pada hasil produksi objek pajak -tersebut.

CAyat (2) :

Pada dasarnya penetapan NJOP adaiah 3 {nga) tahun sekali.

Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya

mengakibatkan kenaikan NJOP. yang cukup besar, maka

penetapan HJOP dapat é}tetapkan setahum sekali.
Ayat {3) :
- Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas




Pasal 52

Taman seluas 200 m* dengan nilai jual Rp. 50.000,00/m?
Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata 1,5 m dengan
nilai jual Rp. 175.000,00/m’

Pasal 53

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak as Cukup Jelas .
dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak Pasal 54 Pt -
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Cukup Jelas .
Contoh : : :

. . , 3 Pasal 55
Wajib pajakA mempunyai objek pajak berupa : Ayat (1)
¢ Tanah'seluas 800 m? dengan harga jual Rp. 300.000.00/m? Cukup Jelas
o Bangunan seluas 400 m? dengan nilai jual Rp. 350.000,00/m? Avat (2)

g Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 56
Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut : e Cukup Jelas
1. NJOP Bumi : ‘800 x Rp. 300.000,00 Pasal 57 i
=Rp.  240.000.000,00 -, . Cukup Jelas
2. NJOP Bangunan - 158 |
_ Pasal 58
a. ‘Rumah dan Garasf Cukup Jelas
400 x Rp. 350.000,00 Pasal 59 .
=Rp.  140.000.000,00 | - Cukup Jelas '-
b. Taman Pasal 60 _
200 x Rp.-50.000,00 - Contoh ; -

=Rp.  10.000.000,00
c. Pagar -
(120 x 1,5) x Rp. 175.000,00
=Rp.  .31.500.000,00 + -
" Total NJOP Bangunan
=Rp. 181.500,000,00

-Wajib Pajak “A”. membeh tanah dan banigunan dengan
Nilai Perolehan:Objek Pajak
=Rp.--  65.000.000,00 :
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak-
_=Rp. . - - 60.000.000,00:(-) -
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak.

- Nilai Jual Objek Pajak Tl;lak Kena Pajak =Rp, 5.000.000,00
=Rp. - 10.000.000,00 - _ -Pajak Yang Terutang 5 % x Rp.-5.000.000,00 =Rp.
Nilai Jual Bangunan Kena Pajak | | 250.000,00 "
=Rp.. ‘1?1.500.900;09 + - ' * Pasal 61.. :
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak f Cukup Jelas
=Rp.  411.500.000,00 Pasal-62 :

4. Tarif pajak efe'.tif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah . -

o Ayat {1)

: i

5. PBB terutang : 0,3% x Rp. 411,500,000,00
=Rp. 1.234.500,00

| Cukup Jelas.




Ayar {2} Lo

Yang dimaksud dengan “risalah lélang” - adalah kutipan

risatah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang

membidangi pelayanan lelang Negara,
Ayat {3}

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

. Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a ;

Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya

dengan objek pajak

Contoh :

1. Wajib pajak tidak mampu secara ekonomis yang
memperoleh hak baru melalui  program
pemerintah dibidang pertanahan.

2. Wajib pajak pribadi menerima hibah dari orang

© ‘pribadi “yang -‘'miempunyai hubungan keluarga
sedarah’ dalani-garis keturunan lurus satu derajat
keatas atau sétu déraja’t kebawah.

Hurub b~ S :

Kondisi wapb pajak yang ada nubungannya dengan

sebab akibat tertentu : :

Contoh : c ‘

1. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah
melalui pembelian dari hasil * ganti rugi
pemerintah yang nilai ganti rugmya dibawah Nilai
Jual Objek Pajak. -

2. Wajib paizk yang memperoleh hak atas tanah
sebagai ~engganti atas tanah -yang dibebaskan
oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang
memerlukan persyaratan khusus.

3. . Wajib pajak yang terkena dampak krisis ekonomnt
dan - moneter - yang berdampak luas pada
kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib

- pajak-harus melakukan restrukturisasi usaha dan
atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan
pemerintah. - -

Huruf ¢

Contoh - -

Tanah dan/atau bangunan yang digunakan antara

lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim

piatu, pesantren, sekolah yang tidak d:tuJukan
mencari keuntungan, rumah sakit swasta, instituss
pelayanan sosial masyarakat.
Pasal 66

Ayat {1)
Cukup Jelas

JAyat (2)
CukupJelas

Ayat (3) T
Cukup:Jelas. .
. Ayat .(4), ; : '
‘Datam .hal ba:as waktu tidak dapat dipenuhi oleh
penggugat‘ ‘karena. - keadaan. -diluar kekuasaannya
(force majeur) maka jangka waktu dimaksud dapat
dipertimbangkan untuk diperpanjang,
Ayat {5) ‘ :
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasat 67
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Ketentuai ini mengatur tata cara pengenaan pajak,
yaitu ditetapkan oteh Walikota atau dibayar sendiri :
oleh Wajib Pajak :
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‘Cara ‘pertama, ‘pajak- dibayar oleh Wajib Pajak

setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Walikota
melalui SKPD atau dokumen-lain yang dipersamakan.

.Ca'ra Kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan
© pajak "yang ‘memberikan kepercayaan kepada Wajib

Ayat {

'Pajak untuk  menghitung, memperhitungkan,
membayar, - dan melaporkan sendiri pajak yang

terutang dengan menggunakan SPTPD.
3)

"~ Cukup Jelas

o Ayat'(4)

Pasal 68

Cukup
Pasal 69

Ayat (1)

Ayat (2
Ayat (3
Ayat (4

Pasal 70

~Cukup:-Jelas .

Jelas

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan
cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak
yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak vyang diberi. kepercayaan
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan
m_elaporkan sendiri pajak yang-. terutang tidak
memenuhi  kewajibannya . sebagaimana mestinya,
dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang
menjadi sarana penagihan.

) S

Cukup Jelas
)

Cukup Jelas

)
Cukup Jelas

Ketentu-.: ini menuatur penerbitan surat ketetapan pajak

atas pa
pajak

jak yang dibayar sendiri, Penerbitan surat ketetapan
ditujukan kepada Wajib -Pajak tertentu yang

“disebabkan oleh ketidakbenaran.dalam pengisia. SPTPD atau

karena
Pajak.

ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib

Ayat (1)

Ketentuan int memberikan kewenangan kepada
Walikota untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT
atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu,
dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak
tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil
pemeriksaan tidak memenuhi  kewajiban formal

- dan/atau kewajiban material,

Contoh :

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD
. pada tahun pajak. 2009. Setelah ditegur dalam
jangka . waktu. tertentu juga  belum
menyampaikan SPTPD, 'maka dalam jangka waktu
paling lama 5 - (lima) tahun Walikota dapat
menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.

2. Seorang Wajib-Pajak menyampaikan SPTPD pada
tahun pajak 2009, Dalam jangka waktu paling
tama -5 (lima) tahun,  .ternyata dari hasil

.. pemeriksaan SPTPD vang disampaikan tidak
- benar. -Atas pajak vang.terutang yang kurang
- bayar . tersebut, Walikota dapat menerbitkan
-..SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif,

3. Wzjib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh

. yang telah diterbitkan .SKPDKB, apabila dalam
jangka waktu paling lama 5 {lima) tahun sesudah
pajak yang terutang - ditemukan data baru
dan/atau data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumiah pajak

yang terutang, . Walikota dapat menerbitkan
SKPDKBT. o

4, - Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan
Walikota ternyata jumlah pajak yang terutang
sama besarnyz “lengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak,
Walikota dapat menerbitkan SKPDN.
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Huruf a
Angka-1)- et
Cukup Jelas---- = -
Angka 2}
" Culiup Jelas
Angka 3) - :
Yang ~dimaksud -dengan “penetapan pajak
sécara jabatan”-adalah penetapan besarnya
pajak terutang yang dilakukan oleh Walikota
* atau'pejabat yang ditunjuk berdasarkan data
--m'yang ada atau keterangan lain yang dimiliki

' o{eh Waliknta atau Pejabat yang ditunjuk,
Huruf by -

Cukup Je[as
Muruf ¢ P
: Cukup-;]elas' .
Avat (2) ' -
Ketentuan ini” mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak
yang tidak memenuhi kéwajiban perpajzkannya yaitu
" mengenakan - sahksi ‘adminpistratif berupa bunga
" sebesar 2 %' {dua Persen}-sebulan dari pajak yang
- tidak atau ‘terlambat ‘dibayar untuk jangka waktu
palmg lama 24/ (dua putuh empat) bulan atas pajak
yang -tidak .~ atay © terlambat dibayar.  Sanksi
- - administratif - berupa “bunga dihitung sejak saat
' terutangnya pajak sam;zai dengan diterbirkannya
SKPDKB: - .
Ayat (3) :
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf -b,"-yaitu dengan: ditemukannya data baru
dan/atau data yang semula belum terungkap yang
berasal dari hasil penieriksaan sehingga pajak vang
terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak
dikenakan sanksi adrinistratif berupa kenatkan 100 %
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.

Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib
Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan
pemeriksaan.
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5) .
' Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi
SPTPD vyang - seharusnya dilakukannya, dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25
% (dua puluh lima- persen) dari pokok pajak yang
terutang.
Dalam kasus ini, Wallkota menetapkan pajak yang
terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.
Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar
25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang
terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa
- _bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari
- pajak yang -kurang .atau terlambat dibayar untuk
... jangka .waktu paling.lama 24 (dua puluh empat)
“butan. Sanksj..administratif berupa bunga dihitung
sejak saat terutangnya pajak .sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB: -
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jetas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas




T pasal7T

Y Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jetas

. Pasal 79
Ayat (1)

"Cukitp Jelas

. Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

- Huruf-b - -

=7 Cukup Jelas -

wHWWC-

‘ "'Hurufd

- Hurufe

Pasal 80

+ Cukup Jelas e
Cukup Jelas

Yang "~ dimaksud - dengan “kondisi tertentu

“-objek. pajak”, - antara-lain,. lahan pertanian
-yang ~sangat terbatas; ' bangunan ditempati
‘-',‘-‘sendm ‘yang - dikuasai  atau dimiliki oleh
o gotongan Wajib Pajak tertentu.
*“Ayat (3) R LT,
Cukup Jelds

Cukup Jelas -~ - -

Pasal 81

Cukup Jelas
Pasal 82

Cukup Jelas
Pasal 83

Cukup Jelas
Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85
Ayat (1) e
Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan
pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang
tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan
pajak. .
Ayat (2) a
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui
pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
-+ dengan alat kelengkapan -Dewap- Perwakilan. Rakyat
Daerah yang memb}dangj masalah keuangan. '
- Pasal-B6- e e s - :
Cukup Jelas
Pasal B7
' Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89 ,
Cukup Jelas
Pasal 90
Ayat (1)
Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda
_kepada pejabat tenaga ahti yang ditunjuk oleh
Walikota dimaksudkan untuk menjamin bahwa
kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan
~ __ diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib_
Pajak dalam memberikan data dan keterangan
kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak
ragu-ragu.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat {3}
Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas




Pasal 91

Cukup Jelas
- Pasal 92

-~ 'Cukup Jelas: -~
" Pasal 93 -
Cukup Jelas

. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH-KOTA PALOPO NOMOR 2
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